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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab
yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara
garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf
dan tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba’ B Be
ت Ta’ T Te
ث Ṡa’ Ś s (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ḥa’ ḥ h (dengan titik dibawah)
خ Kha’ Kh ka dan kha’
د Dal D De
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra’ R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص Şad Ş s (dengan titik di bawah)
ض Ḍad ḍ d (dengan titik di bawah)
ط Ţa Ţ t (dengan titik di bawah)

ظ Ẓa ẓ z (dengan titik di bawah)

ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q qi
ك Kaf K ka
ل Lam L el
م Mim M em
ن Nun N en
و Waw W we
ه Ha’ H ha
ء Hamzah ‘ Apostrof
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ي Ya’ Y ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدّین  Ditulis muta‘aqqidīn
عدّة Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni’matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1 Fathah + alif
جَاھِلیَِّةْ 

Ditulis Ā
Jaāhiliyyah

2 Fathah + ya’mati
یَسْعَى

Ditulis Ā
yas‘ā

3 Kasrah + ya’mati
كَرِیْمٌ 

Ditulis Ī
karīm

4 Dammah +
wawumati
فرًُوْضٌ 

Ditulis Ū
fur ūḍ

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
Dengan Apostrof
أأنتم : ditulis a’antum
مؤنث  : ditulis mu’anntaŚ

G. Vokal Rangkap

1 Fathah dan ya’ sukun
بیَْنكًُمْ 

ditulis Bainakum

2 Fathah dan wawu
sukun
فوَْقَكُمْ 

ditulis Fauqakum
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H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur’an
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang

mengikutinya

السیعّة : ditulis as-sayyi’ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شیخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

Mardliyyah. Diana 2024. Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama
Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya
Pemaksaan Perkawinan (Perspektih Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)

Dosen Pembimbing : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Penelitian ini mengkaji mengenai istinbat hukum hasil musyawarah KUPI
dan hasil musyawarah keagamaan KUPI mengenai Perlindungan Perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan yang dikaji menurut perpektif hukum Islam dan
HAM. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak kasus pemaksaan
perkawinan yang terjadi. Perkawinan yang dilakukan secara paksa bertentangan
dengan prinsip hak asasi manusia karena melanggar kebebasan untuk memilih
pasangan. Selain itu juga dilihat dari hukum Islam, kawin paksa dianggap tidak sah
dan dapat dinyatakan batal. Perlindungan terhadap individu juga dijamin dalam
hukum internasional. Islam memberikan pentingnya terhadap hak-hak dasar
perempuan dalam pernikahan. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan
dalam hak-hak perempuan, termasuk kebebasan memilih pasangan. Dalam Islam,
perempuan memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan,
sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-
prinsip agama.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang
digunakan yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi.
Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa istinbat hukum yang digunakan
dalam penelitian ini mengacu pada sikap dan pandangan KUPI bahwa hukum
melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan
adalah wajib, baik bagi negara, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,
maupun orang tua. Hal ini berdasar pada nash al-Qur’an, nash Hadits, aqwal al-
Ulama, dan konstitusi negara. Selain itu, pemaksaan perkawinan jika dilihat dari
sudut pandang hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 10
ayat 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas
kehendak bebas kedua calon suami dan isteri. Yang artinya, bahwa pemaksaan
perkawinan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia
baik dalam sistem hukum nasional maupun intrnasional.

Kata Kunci : Pemaksaan Perkawinan, Istinbat Hukum, Hak Asasi Manusia, KUPI.
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ABSTRACT

Mardliyyah. Diana 2024. Analysis of the Results of the Religious Deliberation of
the Indonesian Women's Ulema Congress (KUPI) regarding the Protection of
Women from the Dangers of Forced Marriage (Perspective of Islamic Law and
Human Rights)
Supervisor: Dra.Rita Rahmawati, M.Pd

This research examines the legal provisions resulting from KUPI
deliberations and the results of KUPI religious deliberations regarding the
protection of women from the dangers of forced marriage which are examined from
the perspective of Islamic law and human rights. This research is motivated by the
fact that there are still many cases of forced marriage that occur. Forced marriages
are contrary to human rights principles because they violate the freedom to choose
a partner. Apart from that, judging from Islamic law, forced marriage is considered
invalid and can be declared null and void. Protection of individuals is also
guaranteed in international law. Islam places importance on women's basic rights
in marriage. The presence of Islam brought significant changes in women's rights,
including the freedom to choose a partner. In Islam, women have the right to
determine their consent in marriage, so marriages carried out by force are
considered to violate religious principles.

This type of research is normative juridical research using statutory and
conceptual approaches. The data used is secondary data with primary, secondary
and tertiary legal materials. The method used in collecting data is documentation.
Meanwhile, the data was analyzed using prescriptive analysis techniques.

The results of this research conclude that the legal provisions used in this
research refer to the attitude and views of KUPI that the law to protect women from
the dangers of forced marriage is mandatory, both for the state, community leaders,
religious leaders, traditional leaders, and parents. This is based on the texts of the
Koran, texts of Hadith, aqwal al-Ulama, and the state constitution. Apart from that,
forced marriage when viewed from a human rights perspective, Law Number 39 of
1999 article 10 paragraph 2 states that a valid marriage can only take place with the
free will of both prospective husband and wife. Which means that forced marriage
is contrary to the principles and values of human rights in both national and
international legal systems.

Keywords: Forced Marriage, Legal Istinbat, Human Rights, KUPI.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

untuk membangun rumah tangga bagi kebahagiaan (sakinah) mereka berdua dan

kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh

karena itu, perkawinan harus didasari dengan prinsip kerelaan antara suami dan

istri dalam menjalani perkawinan. Seperti yang dijelaskan pada Q.S. Ar-Rum

(30): 21

 ۡ ِ ِ وَ ِ ٰ َ ُ ٓۦءَا َ ۡ َ  َ َ َ وَ َ ۡ َ ٓاْ إِ ُ ُ ۡ َ ِ ّ ٗ ٰ َ ۡ أزَۡ ُ ِ ُ ۡ أَ ِ ّ ُ َ  َ َ َ أنَۡ 

ونَ  ُ َ َ َ  ٖ ۡ َ ِ ّ  ٖ ٰ َ  َ ِ ٰ َ  ِ ۚ إنِ ً َ ۡ َدةٗ وَرَ
Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS al-Rum: 21)”1

Maksud ayat di atas yaitu perkawinan menurut hukum Islam memiliki

tujuan, salah satunya guna menciptakan kehidupan berumahtangga yang sakinah

mawaddah warahmah. Dengan tujuan pernikahan ini diharapkan bisa menjaga

proses sejarah keadaaan manusia beserta peradabannya dalam kehidupan di

dunia ini, yang akhirnya bisa mewujudkan keluarga menjadi unit paling kecil

dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun di sisi lain masih banyak kasus

1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta, 2022).
https://qur’an.kemenag.go.id/ . Diakses pada 03 September 2023
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pemaksaan perkawinan khusunya terhadap perempuan yang masih saja terjadi.

Dengan berbagai dalih agama, budaya, sosial hingga ekonomi.

Forum diskusi Kongres Ulama Perempuan (KUPI) dalam salah satu hasil

musyawarahnya menfatwakan perlindungan perempuan dari pemaksaan

perkawinan adalah wajib. Dalam fatwa tersebut secara eksplisit menekankan

terjaganya martabat manusia, gender, serta hak asasi manusia. Isu gender dan

hak asasi manusia tersebut didasarkan kepada realitas sosial yang secara nyata

terjadi, bahwa obyek kekerasan seksual dan diskriminasi kebanyakan menimpa

perempuan. Hal ini dilatabelakangi oleh sosial dan budaya patriarki yang

menempatkan posisi perempuan dikelas dua sehingga lebih rendah relasinya dari

laki-laki konsep tersebut menjadi budaya dalam kehidupan manusia, termasuk

dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia.2

Pemaksaan perkawinan merupakan hal yang cukup lazim terjadi di

Indonesia dan dapat ditemukan dibeberapa daerah karena beberapa adat

kebiasaan. Apabila dilihat lebih jauh, pemaksaan perkawinan yang terjadi di

masyarakat Indonesia dipicu dari berbagai faktor, mulai dari adat hingga alasan

agama. Namun, dalil yang dipakai adalah sama, yakni karena wali laki-laki

memiliki hak ijbar untuk menikahkan anaknya atau yang menjadi perwaliannya.

Dalam fiqih kawin paksa adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi

ketika pasangan yang terlibat dalam pernikahan tidak melakukan ikatan tersebut

dengan sukarela. Hal ini merupakan suatu masalah dan gejala sosial yang

2 Ulama Perempuan Indonesia, “Perlindungan Perempan dari Bahaya Pemaksaan
Perkawinan” ttps://kupipedia.id/index.php/Ulama_Perempuan,  diakses 20 Februari 2023
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muncul di tengah masyarakat kita. Terjadinya kawin paksa dapat disebabkan

oleh berbagai motif, seperti adanya kesepakatan antara orang tua untuk

menjodohkan anak-anak mereka, faktor-faktor keluarga, atau bahkan karena

tekanan dari calon mertua yang memiliki kekayaan. Masyarakat menggunakan

perjodohan sebagai salah satu metode untuk melangsungkan pernikahan. Dalam

syariat Islam, tidak ada kewajiban atau larangan khusus terkait dengan

perjodohan. Ajaran Islam menekankan pentingnya bagi seorang muslim untuk

mencari pasangan yang salehah dan memiliki ketakwaan. Hal yang sama berlaku

sebaliknya menjodohkan anak merupakan salah satu metode pernikahan.

Namun, penting untuk meminta izin dan persetujuan dari anak tersebut, sehingga

pernikahan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, bukan

karena paksaan. Jika pernikahan berlangsung dalam suasana paksaan, hal ini

dapat mengganggu harmoni dalam rumah tangga jika terus dipertahankan.

Sedangkan masyarakat muslim di Indonesia yang pemahaman serta

praktek fikihnya berdasarkan pada fikih klasik maka dalam praktik sehari-

harinya cenderung patriliniel, yaitu laki-laki diposisikan sebagai penentu mutlak

dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan dalam rukun perkawinan Islam, laki-

laki yang memiliki anak perempuan mendapatkan posisi istimewa yaitu menjadi

wali dalam pernikahan putrinya. Pada posisi wali nikah ini tidak dapat

tergantikan oleh perempuan. Inilah gambaran fikih klasik yang memberikan

posisi istimewa pada laki- laki.3

3 Syaiful Bahri,”Paradigma Fikih Baru Jamal al-Banna dan relevansinnya terhadap
Pembaruan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat),”Ijtihad: Jurnal
Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19 no. 1 (2019), 1-26.
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Secara umum, kerangka perwalian dalam pernikahan berada dalam

bingkai pemikiran bahwa penentuan calon pendamping baik istri maupun suami

merupakan masalah yang paling serius bagi yang berhasrat akan menikah.

Proses ini hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena akan

mempengaruhi secara langsung terhadap tujuan pencapaian perkawinan yang

diidealkan.

Selain itu, Ketentuan hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) yang telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum

Islam lebih menekankan aspek kerelaan calon mempelai sebagai syarat

pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan. Peraturan perundang-undangan

yang berlaku melihat adanya ruang-ruang publik semakin terbuka lebar untuk

perempuan, hal ini dilatarbelakangi seiring dengan perubahan proses sosiologis

dan dimanika peradaban manusia yang semakin modern. Sehingga sangat

mungkin bagi perempuan untuk menentukan sendiri kriteria calon suami yang

sesuai.

Jika dipelajari dengan seksama, perkawinan yang dilakukan secara paksa

juga berseberangan terhadap asas-asas hak asasi manusia. Hal ini disebabkan

pernikahan terjadi tidak dengan persetujuan dari kedua pihak ataupun hanya

salah satunya, melainkan karena dipaksa atau bisa saja dengan diancam.

Karenanya penting dilakukan kajian tentang perlindungan perempuan dari

bahaya pemaksaan perkawinan. Terkait hal tersebut Kongres Ulama Perempuan

Indonesia (KUPI) telah mengadakan musyawarah keagamaan dengan hasil
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perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Yang dimana

dilaksanakan pada tanggal 24-26 November 2022 di PP Hasyim Asy’ari Jepara.

Hasil musyawarah tersebut menghasilkan tiga sikap dan pandangan keagamaan

diantaranya adalah hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari

bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh agama,

tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua. Maka dengan hal tersebut, peneliti

akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana istinbat hukum musyawarah

keagamaan KUPI terkait perlindungan Perempuan dari bahaya pemaksaan

perkawinan.

Dengan pemaparan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tentang Perlindungan

Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan (Perspektif Hukum Islam

Dan Hak Asasi Manusia)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan yang menjadi sumber pembahasan penelitian ini, maka

dapat difokuskan rumusan masalah penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana istinbat hukum musyawarah keagamaan KUPI tentang

perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?

2. Bagaimana hasil musyawarah keagamaan KUPI tentang perlindungan

perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dalam perspektif HAM?



6

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang sudah dideskripsikan sebelumnya, bahwa

tujuan dalam penelitian ini ialah seperti berikut

1. Untuk mengetahui istinbat hukum musyawarah keagamaan KUPI tentang

perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?

2. Untuk menganalisis hasil musyawarah keagamaan KUPI tentang

perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dalam

perspektif HAM?

D. Kegunaan Penelitian

Melihat tujuan penelitan yang telah disebutkan oleh penulis seperti di atas.

Maka penulis berharap dalam pembahasan penelitian hukum ini mempunyai

manfaat mulai dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara teoritis kegunaan dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat

untuk:

a. Memberikan cakrawala ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam

di Indonesia terhadap perlindungan hukum pemaksaan perkawinan

perspektif Huku Islam dan Hak Asasi Manusia.

b. Memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat maupun akademik sebagai

bahan rujukan keilmuan kajian gender dan hukum perkawinan Islam

tentang permaksaan perkawinan dalam konteslasi hukum perkawinan di

Indonesia. Sehingga menjadi salah satu garda rujukan penelitian tentang

pengarusutamaan gender dalam regulasi perkawinan di Indonesia maupun

sejenisnya dalam kurun waktu yang akan datang, terlebih dalam ranah
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keilmuan dan perkuliahan di bidang jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk:

a. Memberikan pengetahuan yang mendalam dan moderat bagi masyarakat

b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai wujud bahaya

pemaksaan perkawinan berdasarkan fatwa kongres ulama perempuan

Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Metode Itinbat Hukum

Kata istinbat secara etimologi berasal dari kata بط است (istinbata) yang

berarti menemukan, mengeluarkan.4 Istinbat merupakan sebuah cara

pengambilan hukum dari sumbernya.5 Istilah popular dari istinbat al-hukmi

ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai

pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu system

pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan,

maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan

konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji

dan diformulasikan.

Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbat hukum (metode

penggalian hukum) dinamakan ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan bidang ilmu

keislamaan yang sangat dibutuhkan untuk memahami syariat Islam dan

4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Terj. Moh. Abidin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 380.
5 Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum

Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2
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sumber aslinya yaitu Al-Qur’an dan Hadits.6 Dengan kajian ushul fiqh kita

akan memahami kaidah-kaidah usuliyah, prinsip umum syariat Islam, cara

memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat aturan atau

regulasi untuk melindungi warga negara dari potensi penindasan, pembatasan

dan/atau pembatasan ruang gerak warga negara.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang

bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus

dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setian individu, masyarakat atau

negara. Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa

pengertian Hak Asasi Manusia sebagai makhlik Tuhan Yang Maha Kuasa dan

merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.7

Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif

maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya.

Sedangkan subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang

dimilikinya. Penetapan hak juga berhubungan dengan urusan hukum dan

bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum

6 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Muh. Zuhri, (Jakarta: Dina Utama, 1994), 1
7 Muladi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,

(Jakarta: 1999)
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kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetaokan secara subjektif

sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat.8

Pernikahan paksa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia,

khususnya hak kesehata reproduksi, dan yang paling penting pernikahan

paksa bertentangan dengan esensi ajaran agama yang pada intinya

menghargai manusia dan kemanusiaan.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap-sikap

ketersalingan dari masing-masing pasangan. Oleh karena itu, undang-undang

perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 mensyaratkan bahwa

perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dan

jika terjadi perkawinan tanpa adanya persetujuan salah satu mempelai, maka

perkawinan tersebut tidak sah.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang bekembang atau yang sering dipakai

adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M Hadjon. Philipus M Hadjon

mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat

dan martabat  serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki

oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu

hal lainnya.9

8 E Sumaryono, Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
(Yogyakarta: Kanisius, 2002), 79-80.

9 Philipus M Handjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu,
2000), 25.
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Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat

Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi san

dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena perlindungan

secara intrinsik melekat pada pancasila. Selain bersumber pada Pancasila

prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

F. Penelitian yang Relevan

Diantaranya untuk menghindari duplikasi dalam penelitian, penulis perlu

melakukan telaah kajian pustaka yang komprehensif dan terkini. Sehingga

didapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Untuk

lebih singkatnya, penulis telah menemukan beberapa literatur terdahulu yaitu:

Pertama, jurnal penelitian Ismail Marzuki, yang berjudul “Pemaksaan

Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

bahwa dalam perspektif HAM, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan

prinsip dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum nasional dan

internasional, khususnya dalam pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang

menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk

memilih pasangan dengan persetujuan kedua belah pihak.10 Dalam penelitian ini

10 Ismail Marzuki, “Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan
Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual”, Jurnal Ilmu Hukum Reusam 10, no. 2 (2022)
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memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu

membahas mengenai pemaksaan perkawinan, namun dalam penelitian ini lebih

fokus membahas tentang perspektif Hak Asasi Manusia dan Udang-Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti membahas tentang fatwa yang dikeluarkan KUPI mengenai

perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Kedua, jurnal penelitian Agus Mahfudin, yang berjudul “Dampak Kawin

Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga”. Adapun hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan

kawin paksa karena adanya faktor dari orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan

lingkungan. Perkawinan paksa mempunyai dampak negatif bagi keharmonisan

keluarga salah satunya dapat terjadi perselingkuhan yang berujung dengan

perceraian.11 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas

mengenai urgensi dikeluarkannya fatwa mengenai bahaya dari pemaksaan

perkawinan.

Ketiga, penelitian Dayu Dyana Zahir, yang berjudul “Pemaksaan

Perkawinan Oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundang-Undangan di

Indonesia”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemaksaan perkawinan yang

terjadi saat ini belum sesuai dengan Hukum Islam. Adanya pemaksaan

perkawinan dalam RUU PKS untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan

11 Agus Mahfudin, “Dampak kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga,” Jurnal Hukum
Keluarga Islam 4 no. 1 (2019), 91.
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lainnya, ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor

35 tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) yang dijadikan rujukan dalam penyusunan

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk

memberikan payung perlindungan bagi korban eksploitasi seksual yang bukan

berusia anak-anak.12 Dalam penelitian ini memfokuskan penyebab terjadinya

pemaksaan perkawinan dan korelasi antara hukum Islam dengan perundang-

undangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji

tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan

berdasarkan hasil putusan KUPI 2.

Keempat, penelitian skripsi Muhammad Iqbal, yang berjudul “Pemaksaan

Perkawinan Oleh Orang Tua terhadap Anak Perempuan di bawah Umur (Studi

Kasus di Desa Cigunugsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang)”. Adapun hasil dari

penelitian ini adalah pernikahan berdasarkan Hukum Positif dilakukan untuk

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Adanya paksaan dalam pernikahan membuat tujuan tersebut sulit

tercapai. Maka, pada dasarnya perkawinan paksa terhadap anak perempuan di

bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cigunungsari tidak

dianjurkan karena pernikahan harus sesuai dengan Undang-Undang No. 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan. Praktik perkawinan paksa di bawah umur di

Desa Cigunungsari dilakukan karena adanya pemaksaan dari orangtua serta

faktor lainnya seperti ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Adapun dampak

12 Dayu Dyana Zahir, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia”, Skripsi Syariah dan Hukum (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
2020), 7.
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yang ditimbulkan dari perkawinan paksa di bawah umur tersebut adalah fisik

dan psikis anak yang terganggu, putusnya pendidikan, dan tidak harmonisnya

rumah tangga mereka karena faktor kesiapan yang belum matang.13 Dalam

penelitian ini memfokuskan mengenai harmonisasi dalam rumah tangga dari

pemaksaan perkawinan yang dilakukan pada anak di bawah umur. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang urgensi perlindungan

perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Kelima, penelitian skripsi Lutfianisa Setiani yang berjudul “Tinjauan

Yuridis Terhadap Praktik Perkawinan Paksa Di Desa Tasik Rejo Kec. Ulujami

Kab. Pemalang”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik

perkawinan paksa yang terjadi di desa Tasikrejo dimulai ketika proses

perkenalan yaitu dimana orang tua atau keluarga memaksa anak tersebut untuk

menikah dengan calon yang telah dipilihkan orang tua, hingga sang anak tidak

dapat menggunakan haknya untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Adapun

faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa di Desa ini ada dua faktor yaitu

faktor ekonomi dan faktor keinginan orang tua. Dan orang yang telah melakukan

pemaksaan perkawinan tersebut merupakam melanggar HAM karena telah

mengambil hak calon mempelai untuk memilih pasangannya sendiri.14 Dalam

penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh

peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pemaksaan perkawinan namun

13 Muhammad Iqbal, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua terhadap Anak Perempuan
dibawah Umur”, Skripsi Syariah dan Hukum (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 5.

14 Lutfianisa Setiani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Perkawinan Paksa Di Desa Tasik
Rejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang”, Skripsi Hukum Keluarga (Jakarta: UIN Syarif

Hidayatullah, 2021)
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dalam penelitian ini lebih membahas tentang tinjauan yuridis terhadap praktik

pemaksaan perkawinan itu sendiri.  Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti mengkaji tentang fatwa KUPI mengenai perlindungan perempuan dari

bahaya pemaksaan perkawinan.

Keenam, penelitian skripsi M. Mucharom Syifa yang berjudul

“Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017

dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia”. Adapun hasil dari penelitian ini

adalah adanya aturan hukum yang telah selaras terkait muatan materi tentang

batas usia kedewasaan seorang untuk melangsungkan perkawinan dan terdapat

juga kesingkronan antara hukum hasil fatwa KUPI dan regulasi hukum

perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan anak dengan

mempertimbangkan kemaslahatannya.15 Dalam penelitian ini memiliki

kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti karena mengkaji

hasil fatwa Ulama Perempuan Indonesia, akan tetapi dalam penelitian ini

memfokuskan pada singkronisasi fatwa KUPI mengenai perlindungan hukum

perkawinan anak dan regulasi perkawinan yang ada di Indonesia. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang fatwa KUPI mengenai

perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

15 M. Mucharom Syifa, “Singkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia”, Skripsi Hukum Keluarga Islam
(Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2022)
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Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No
Nama

Peneliti Judul Persemaan Perbedaan

1 Izmail
Marzuki

Pemaksaan
Perkawinan
dalam Konteks
Kajian Hak
Asasi Manusia
dan Undang-
Undang Tindak
Pidana
Kekerasan
Seksual

 Membahas
mengenai
pemaksaan
perkawinan

 Lebih
membahas
mengenai
perspektif HAM
dan UU TPKS,
sedangkan
penelitian yang
diteliti peneliti
menurut
perspektif KUPI
dan UU
Perkawinan

2 Agus
Mahfudin

Dampak Kawin
Paksa terhadap
Keharmonisan
Keluarga

 Membahas
mengenai
pemaksaan
perkawinan

 Dalam
penelitian Agus
Mahfudin lebih
membahas
mengenai faktor
yang
menyebabkan
masyarakat
melakukan
kawin paksa dan
dampak bagi
keharmonisan
keluarga,
sedangkan
penelitian yang
dilakukan oleh
peneliti
membahas
mengenai
urgensi
dikeluarkannya
fatwa tentang
bahaya dari
pemaksaan
perkawinan.

3 Dayu
Dyana
Zahir

Pemaksaan
Perkawinan
oleh Orang Tua
Tua dalam
Peraturan

 Sama-sama
membahas
mengenai
pemaksaan
perkawinan

 Dalam
penelitian Dayu
Dyana Zahir
menggunakan
penelitian
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Perundang-
Undangan di
Indonesia

deskriptif
dengan
pendekatan
konseptual,
sedangkan
penelitian yang
diteliti oleh
peneliti
menggunakan
penelitian
yuridis normatif
dengan
pendekatan
konseptual dan
perundang-
undangan.

 Dalam
penelitian Dayu
membahas
mengenai
penyebab
terjadinya
pemaksaan
perkawinan dan
korelasi antara
hukum Islam
dengan
Perundang-
undangan,
sedangkan
penelitian yang
diteliti oleh
peneliti lebih
membahas
mengenai
dampak yang
terjadi setelah
melakukan
kawin paksa.

4 Muhammad
Iqbal

Pemaksaan
perkawinan
oleh Orang Tua
terhadap Anak
di bawah Umur
(Studi Kasus di
Desa

 Sama-sama
membahas
mengenai
pemaksaan
perkawinan

 Penelitian yang
dilakukan
Muhammad
Iqbal lebih
membahas
mengenai
harmonisasi
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Cigunungsari
Kec.
Tegalwaru
Kab. Karawang

dalam rumah
tangga dari
pemaksaan
perkawinan ,
sedangkan
penelitian yang
diteliti penulis
membahas
mengenai
urgensi
dikeluarkannya
fatwa KUPI

5 Lutfianisa
Setiani

Tinjauan
Yuridis
terhadap
Praktik
Perkawinan
Paksa di Desa
Tasik Rejo
Kec. Ulujami
Kab. Pemalang

 Sama-sama
membahas
mengenai
pemaksaan
perkawinan

 Dalam
penelitian
Lutfianisa lebih
membahas
mengenai
tinjauan yuridis
terhadap praktik
pemaksaan
perkawinan,
sedangkan
penelitian yang
dilakukan oleh
peneliti
membahas
tentang
perlindungan
perempuan dari
bahay
pemaksaan
perkawinan.

6 M.
Mucharom
Syifa

Sinkronisasi
Fatwa KUPI
Tahun 2017
dan Regulasi
Hukum
Perkawinan di
Indonesia

 Sama-sama
membahas
hasil fatwa
Kongres
Ulama
Perempuan
Indonesia
(KUPI)

 Dalam
penelitian
Mucharom syifa
membahas hasil
fatwa KUPI
mengenai
perlindungan
hukum bagi
perkawinan
anak, sedangkan
penelitian yang
dilakukan
peneliti
membahas



18

mengenai hasil
fatwa KUPI
tentang
perlindungan
perempuan dari
bahaya
pemaksaan
perkawinan.

Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti memandang bahwa terdapat

relevansi penelitian yang dilakukan khususnya dalam pemaksaan perkawinan,

akan tetapi peneliti menemukan hal yang sangat membedakan dari penelitian

yang terdahulu mengenai peran ulama perempuan Indonesia dalam melindungi

perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah

sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah

tertentu yang kemudian diolah, dianalisa dan diambil kesimpulan hingga

dicarikan satu pemecahan atau suatu masalah sehingga metode penelitian

merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh

data yang diperlukan dalam mengkaji topik dalam penelitian hingga mencari

jawabannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap
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bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum

primer, sekunder, maupun tersier.16 Penelitian hukum normatif merupakan

penelitian yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu teori, sejarah, asas-asas,

falsafah, lingkup dan materi, konsistensi, dan perundang-undangan,17 serta

hasil dari fatwa ulama perempuan Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

1) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk

mengidentifikasi dan menelaah norma-norma dan asas-asas terkait

dengan masalah hukum. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu

argumen untuk memcahkan isu yang dihadapi.18

2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri teori-teori

yang kemudian mewujudkan pengertian hukum, konsep hukum, dan

asas-asas yang relevan dengan masalah hukum. Pandangan akan

pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Persada Media, 2009), 36.
17 Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, Dasar Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. XII, (Jakarta: Prenadamedia

Group, 2016), 133.
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dalam membangun suatu argimentasi hukum dalam memecahkan

masalah yang dihadapi.19

2. Sumber Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitan diperlukan sumber data sebagai informasi

yang sesuai dan relevan dengan pembahasan yang akan diteliti. Sumber data

sendiri dikategorikan menjadi dua, yakni berupa sumber data primer dan

berupa sumber data sekunder. Sedangkan untuk melakukan penelitian yuridis

normatif, maka sumber data yang menjadi bahan penelitian berasal dari

sumber data sekunder guna menganalisis argumentasi hukum. Untuk lebih

jelasnya sumber data sekunder terdiri dari:

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah informasi

yang dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti yang langsung dari

sumbernya yakni berupa peraturan perundang-undanganan.20 Oleh karena

itu, sumber utama penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan No.1

Tahun 1974 dan hasil dari fatwa kongres ulama No.06/MK-KUPI-

2/XI/2022 tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan

perkawinan.

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. XII, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016), 136.

20 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Konsep dan Metode, (Malang: Setara Press, 2013) 27.
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b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder ini ialah buku dan jurnal tentang

hukum perkawinan di Indonesia serta literatur pembahasan yang relevan

di dalamnya.

c. Sumber bahan hukum tersier

Adapun sumber bahan hukum tersiernya berasal dari kamus hukum,

ensklopedia serta kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah dokumentasi,

sehingga pengumpulan sumber referensi penelitian ini mulai dari undang-

undang, buku-buku, jurnal dan pemikiran tokoh yang bersumber dari teks-

teks tertulis. Teknik dokumentasi sendiri yang pertama peneliti lakukan ialah

dengan mengindentifikasi bahan hukum primer yakni menentukan undang-

undang dengan sistematis dari hierarki yang tertinggi. Kedua, bahan hukum

sekunder yang berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal

hukum. Dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensklopedia serta

kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis hukum dalam penelitian ini memadukan pisau analisis

teknik preskriptif yakni berupaya untuk mengidentifikasi hukum. Sehingga

dengan teknik analisis preskriptif21 pertama ialah dengan memaparkan

21 Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 183-184.
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terlebih dahulu substansi hukum yang diatur dalan Undang-Undang maupun

di dalam fatwa Ulama Perempuan Indonesia. Pada penganalisisan ini

keseluruhan data yang dianalisa berbentuk teks. Maka dengan menggunakan

teknik ini, penulis berupaya melaksanakan pengiidentifikasian dan

penganalisisan teks dokumen guna mengerti makna suatu dokumen atau teks.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menjadi bahan pembahasan pada penelitian ini

mengacu pada sistem pembagian bab dengan beberapa sub bagian sebagai

berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi, pemaparan latar belakang masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, bab ini membahas tentang teori yang tersusun dari

poin-poin deskripsi teori, yang terdiri atas istinbat hukum dan hak

asasi manusia.

BAB III Hasil penelitian, pada bab ini berisi hasil putusan fatwa Nomor

06/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang perlindungan perempuan dari

bahaya pemaksaan perkawinan.

BAB IV Analisis data, mengenai istinbat hukum musyawarah ulama

perempuan tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan

perkawinan dan analisis hasil musyawarah KUPI tentang

perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan

perspektif hukum Islam dan HAM
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BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Istinbat hukum yang digunakan dalam sikap dan pandangan KUPI adalah

bahwa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya

pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat,

tokoh agama, tokoh adat,maupun orang tua. Hal ini berdasarkan pada QS. an-

Nisa:19, QS. an-Nahl: 106, QS. asy-Syu’ara: 183, Hadits Shahih Bukhari:

6061, aqwal al-Ulama’ asy-Suyuthi: 1983, dan Undang-Undang Dasar 1945

pasal 28I ayat 2

2. Pemaksaan perkawinan dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia disebutkan

bahwa pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya

dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang

bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Karena perkawinan paksa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Yang

artinya, permaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan

nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang diakui, baik dalam sistem hukum nasional

maupun internasional dan bertentangan dengan esensi ajara agama yang pada

intinya harus menghargai sesama manusia dan adanya rasa kemanusiaan.
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B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Suatu perkawinan hendaklah dilaksanakan dengan adanya rasa cinta dan

kasih sayang dari kedua calon mempelai, tidak harus dipaksakan dan

hendaknya harus ada kerelaan dari hati kedua calon mempelai tanpa adanya

paksaan dari pihak manapun. maka dari itu setiap orang patut menyuarakan

haknya demi kelangsungan kehidupan mereka.

2. Hendaknya setiap keluarga memiliki pemahaman soal hak anak terutama

perempuan dalam memilih pasangan hidupnya, dan dampak buruk yang dapat

ditimbulkan dari pemaksaan perkawinan.

3. Perlu adanya penekanan yang lebih luas dalam undang-undang perkawinan

mengenai pengaturan terhadap akibat hukum seseorang yang dipaksa

menikah. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan pasal 6 ayat 1

menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua

calon mempelai, tetapi pada dasarnya dalam undang-undang belum mengatur

mengenai hal tersebut.

4. Kepada pihak Kantor Urusan Agama hendaklah lebih tegas dan profesional

untuk  menanyakan langsung kepada kedua calon mempelai mengenai

persetujuan untuk menikah dan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan

secara terpaksa dan calon mempelai menolak maka alangkah baiknya

dibicarakan dengan orang tua atau wali dari calon mempelai bahwa

pernikahan tersebut harus berdasarkan kerelaan calon mempelai.
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